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;g"} SALINAN
PENETAPAN
Nomor 0021/Pdt.P/2015/PA Kdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan

penetapan perkara Asal Usul Anak, yang diajukan oleh:

Jefri Adityawan Putra bin Sarido, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan
terakhir SMA, pekerjaan karyawan Perusahaan Batubara,
tempat kediaman di Jalan Hantarukung RT. 002 RW.I No.
017 Desa Tibung Raya, Kecamatan Kandangan, Kabupaten

Hulu Sungai Selatan, sebagai Pemohon I;

Hastika Usman binti Usman Damma, umur 21 tahun, agama Islam,
pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga,
tempat kediaman di Jalan Hantarukung RT. 002 RW.I No.
017 Desa Tibung Raya, Kecamatan Kandangan, Kabupaten

Hulu Sungai Selatan, sebagai Pemohon II;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon If;
Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-

saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA
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Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat

permohonannya tertanggal 27 Maret 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Kandangan dengan register Nomor 0021/Pdt.P/2015/

PA.Kdg tanggal 27 Maret 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 10
Agustus 2014 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan dan telah
dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 202/016/VIIl/2014 tanggal 18
Agustus 2014;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan, Pemohon I
berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, namun Pemohon II
sudah dalam kondisi hamil 3 (tiga) bulan, hasil hubungan badan
Pemohon I dengan Pemohon I sebelum menikah;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun
sebagaimana layaknya suami istri
yang bernama Muhammad Kevin Alkhalifi bin Jefri Adityawan Putra,
lahir tanggal 02 Februari 2015;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan mengurus dan membuat akta
kelahiran anak, namun mendapatkan kesulitan, oleh karena itu Pemohon
I dan Pemohon I mohon penetapan asal-usul anak yang akan dijadikan
sebagai alas hukum;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya

yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon Il

mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq. Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menetapkan anak bernama Muhammad Kevin Alkhalifi bin Jefri

Adityawan Putra, lahir tanggal 02 Februari 2015 sebagai anak sah dari
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Pemohon I (Jefri Adityawan Putra bin Sarido) dan Pemohon II (Hastika
Usman binti Usman Damma);

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon If;

4. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang

seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I

dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan
penetapan asal-usul anak, namun Pemohon I dan Pemohon I tetap pada

permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II,

yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dengan
beberapa penjelasan yang selengkapnya telah diuraikan dalam berita acara
sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

penetapan ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan

Pemohon II secara bersama-sama telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:
1.

(Pemohon 1) Nomor 470/23-Duk/Dukcapil tanggal 25 Maret 2015,
yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kantor Pencatatan Sipil
Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bukti tersebut telah bermeterai

cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya ( bukti P.2 );

Hal. 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2015/PA.Kdg
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3.

Pegawai

Paleteang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, bukti tersebut telah
bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya ( bukti P.3

)i

Alkhalifi, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Bidan yang menolong
(Bidan Malihah, S.ST), yang berpraktek di Jalan Ciputat RT 01 Nomor
53 Desa Tibung Raya, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu
Sungai Selatan, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen

dan cocok dengan aslinya ( bukti P4 );
B. Saksi:

1

pendidikan terakhir STM, pekerjaan dagang nasi goreng, tempat
kediaman di RT. 002 RW. II Lingkungan Baluti, Kelurahan Jambu Hilir,
Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang
menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena
bertetangga;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sejak tahun 2000, sedangkan
kenal dengan Pemohon II sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami
istri yang menikah pada bulan Agustus 2014, yang pernikahannya
dilaksanakan di Sulawesi (tempat asal Pemohon II), karena pada saat

Pemohon I akan menikah dengan Pemohon II, ibu Pemohon I
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bersama kakaknya yang bernama Suprapto pergi ke Sulawesi untuk

menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa sebelum acara pernikahan dilaksanakan, antara Pemohon I
dengan Pemohon II sudah menjalin hubungan pacaran sekitar 1
(satu) tahun lamanya;

- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama
dengan rukun dan tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Desa
Tibung Raya, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai
Selatan;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai
seorang anak yang bernama Muhammad Kevin Alkhalifi, lahir pada
tanggal 02 Februari 2015 di tempat praktek bidan Malihah di Jalan
Ciputat Desa Tibung Raya, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu
Sungai Selatan;

- Bahwa sejak Muhammad Kevin Alkhalifi lahir, hingga sekarang ini
diasuh dan dirawat oleh Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa sejak anak tersebut lahir, hingga sekarang tidak ada pihak lain
yang merasa keberatan maupun menyangkal atau menggugat atas
kelahiran anak tersebut, dan semua warga mengakui bahwa anak
tersebut adalah anak dari pasangan suami isteri Jefri Adityawan
Putra dengan Hastika Usman;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan

penetapan

persyaratan mengurus akta kelahiran anak mereka;

terakhir S.1 PGSD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di
RT. 002 RW.1I Lingkungan Baluti, Kelurahan Jambu Hilir, Kecamatan
Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang menerangkan di

bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
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‘h - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena
bertetangga;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sejak kurang lebih 5 (lima) tahun
yang lalu, sedangkan kenal dengan Pemohon II sejak kurang lebih 1
(satu) tahun yang lalu;

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami
istri yang menikah pada bulan Agustus 2014, yang pernikahannya
dilaksanakan di Sulawesi (ditempat asal Pemohon II), karena pada
saat Pemohon I akan menikah dengan Pemohon II, ibu Pemohon I
bersama kakaknya yang bernama Suprapto pergi ke Sulawesi untuk
menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa sebelum acara pernikahan dilaksanakan, antara Pemohon I
dengan Pemohon II sudah menjalin hubungan pacaran sekitar 1
(satu) tahun lamanya;

- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama
dengan rukun dan tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Desa
Tibung Raya, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai
Selatan;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai
seorang anak yang bernama Muhammad Kevin Alkhalifi, lahir pada
tanggal 02 Februari 2015 di tempat praktek bidan Malihah di Jalan
Ciputat Desa Tibung Raya, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu
Sungai Selatan dan saksi sempat menjenguk anak tersebut di tempat
praktek Bidan Malihah;

- Bahwa sejak Muhammad Kevin Alkhalifi lahir, hingga sekarang ini
diasuh dan dirawat oleh Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa sejak anak tersebut lahir, hingga sekarang tidak ada pihak lain
yang merasa keberatan maupun menyangkal atau menggugat atas

kelahiran anak tersebut, dan semua warga mengakui bahwa anak
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tersebut adalah anak dari pasangan suami isteri Jefri Adityawan

Putra dengan Hastika Usman;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan

penetapan

persyaratan mengurus akta kelahiran anak mereka;

Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan sudah cukup

dan tidak akan mengajukan pembuktian lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan
kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya

dan mohon penetapan;

Bahwa segala hal-ihwal sebagaimana tertuang dalam berita acara

sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan

Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim telah berusaha
menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan asal-usul anak, namun Pemohon I

dan Pemohon II tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada
pokoknya adalah memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Kandangan
menetapkan anak bernama Muhammad Kevin Alkhalifi bin Jefri Adityawan
Putra, lahir tanggal 02 Februari 2015 adalah anak sah Pemohon I dan
Pemohon II, dengan alasan anak tersebut lahir kurang dari 6 (enam) bulan
setelah Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan dan dicatatkan

di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi
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Selatan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengalami kesulitan dalam

mengurus akta kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,
Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama di muka persidangan telah
mengajukan bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P4 dan 2 (dua) orang
saksi yang bernama Bambang Purwantoro bin Suhadi dan Yulinda Santi

binti Musa;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P4 masing-masing

bermeterai cukup dan telah sesuai dengan surat aslinya, dengan demikian
bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, sehingga

telah dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa

dikeluarkan oleh pejabat instansi yang berwenang untuk itu, masing-masing
menerangkan Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk Kabupaten Hulu

Sungai

Kandangan, oleh karenanya Majelis hakim berpendapat bukti tersebut telah
memenuhi syarat materil, sehingga diterima sebagai bukti dalam perkara ini
dan sesuai dengan Pasal 49 huruf a beserta penjelasannya angka 20 Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah kembali dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 103 ayat (1) dan (2)
Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Kandangan berhak untuk

menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3, ternyata adalah Akta Nikah yang
menerangkan bahwa pada tanggal 10 Agustus 2014, di Kecamatan Paleteang,

Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, telah dilangsungkan akad nikah seorang
laki-laki bernama Jefri Adityawan Putra bin Sarido dengan seorang wanita

bernama Hastika Usman binti Usman Damma;
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Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.3 tersebut adalah Akta otentik,

yang dikeluarkan oleh pejabat instansi yang berwenang untuk itu, maka Majelis
hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, sehingga
dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan relevan dengan dalil yang
harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II point 1, dengan demikian
membuktikan bahwa Pemohon I telah menikah secara resmi dengan Pemohon
II dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten
Pinrang, Sulawesi Selatan dengan Nomor 202/016/VIIl/2014 tanggal 18
Agustus 2014;

Menimbang, bahwa bukti P4 ternyata adalah Surat Keterangan
Kelahiran yang dikeluarkan oleh bidan penolong, bukti tersebut menerangkan
bahwa pada tanggal 02 Februari 2015 Pemohon II telah melahirkan seorang

anak laki-laki diberi nama Muhammad Kevin Alkhalifi bin Jefri Adityawan Putra;

Menimbang, bahwa oleh karena isi bukti tersebut relevan dengan dalil

yang harus dibuktikan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis hakim
berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, sehingga dapat

diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan
Pemohon II yang bernama Bambang Purwantoro bin Suhadi dan Yulinda
Santi binti Musa, ternyata
masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan,
dengan demikian kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal
sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172

maupun Pasal 1905 dan Pasal 1909 KUH Peradata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon I dan Pemohon
I mengenai dalil pokok point 2, 3 dan 4, adalah fakta yang dilihat dan didengar
sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan

Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat
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materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (2), Pasal 309 R.Bg.,
dan Pasal 1907 ayat (2) KUH Perdata, sehingga memiliki kekuatan pembuktian

dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II

mengenai dalil pokok point 2, 3 dan 4, adalah fakta yang dilihat dan didengar
sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan
Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat
materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (2), Pasal 309 R.Bg.,
dan Pasal 1907 ayat (2) KUH Perdata, sehingga memiliki kekuatan pembuktian
dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi pertama dan saksi
kedua Pemohon I dan Pemohon II ternyata bersesuaian dan cocok antara satu
dengan yang lainnya, maka kedua orang saksi tersebut dipandang telah
memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga telah dapat diterima sebagai

bukti yang cukup dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas ditemukan

fakta sebagai berikut:

Kantor Urusan Agama

Sulawesi Selatan dengan Nomor 202/016/V1Il/2014 tanggal 18 Agustus
2014;



Jefri Adityawan Putra, lahir tanggal 02 Februari 2015;
Bahwa sejak kelahiran anak tersebut hingga sekarang ini, tidak ada pihak
L il

lain yang merasa keberatan maupun menyangkal atau menggugat atas
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kelahiran anak tersebut dan semua warga mengakui bahwa anak tersebut

adalah anak dari pasangan suami isteri Jefri Adityawan Putra bin Sarido

(Pemohon I) dengan Hastika Usman binti Usman Damma (Pemohon II);

penetapan asal usul anak adalah untuk keperluan mengurus dan membuat
akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon Il yang bernama
Muhammad Kevin Alkhalifi bin Jefri Adityawan Putra, lahir tanggal 02
Februari 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka diperoleh
fakta hukum bahwa anak yang bernama Muhammad Kevin Alkhalifi bin Jefri
Adityawan Putra, lahir tanggal 02 Februari 2015 adalah anak yang lahir dalam
pernikahan sah antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan dan
tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten
Pinrang, Sulawesi Selatan, dengan register nomor 202/016/VIIl/2014 tanggal
18 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Jo. Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa anak
yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan

yang sah;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 dan Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, baik

dalam pasal-pasalnya maupun di dalam penjelasannya tidak memberi toleransi
hukum kepada anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, di dalam pasal-
pasal tersebut tidak dijelaskan berapa batas minimal jarak antara pernikahan
dengan kelahiran anak, juga tidak mengatur batas minimal usia kandungan,
sehingga selama bayi yang di kandung tadi lahir pada ibunya dalam ikatan
perkawinan yang sah, maka anak tersebut adalah anak yang sah menurut

Undang-Undang;
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Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam, anak sah yang

dimaksud dalam Pasal 99 huruf (a) adalah anak sah dari kedua orang tuanya,
seperti yang dijelaskan dalam Pasal 53 dalam BAB VIII tentang Kawin Hamil,
yang selengkapnya dalam Pasal 53 tersebut disebutkan:

1

2)

3)

diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir;

Menimbang, bahwa anak sah dan pernikahan yang sah, yang dimaksud
dalam ketentuan Pasal 99 huruf (a) apabila dikaitkan dengan Pasal 53
Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah anak sah dari pernikahan kedua orang
tuanya dan apabila pernikahanya pada saat hamil, maka anak tersebut anak

sah dari pria yang menghamilinya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan
bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan,
Pemohon II dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan dan yang menghamili Pemohon
II tersebut adalah Pemohon [, yang kemudian menikahi Pemohon II, sehingga
sangatlah jelas anak yang telah dilahirkan oleh Pemohon II yang diberi nama
Muhammad Kevin Alkhalifi, lahir tanggal 02 Februari 2015 tersebut adalah
anak hasil hubungan badan Pemohon II dengan Pemohon I sebelum
pernikahan dan berdasar Pasal 99 huruf (a) jika dihubungkan dengan Pasal 53
Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, maka Muhammad Kevin Alkhalifi

adalah anak sah dan anak yang lahir dalam dan akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun anak yang bernama Muhammad Kevin
Alkhalifi dilahirkan oleh Pemohon II hanya sekitar 5 (lima) bulan 3 (tiga)
minggu setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan, namun

oleh karena anak tersebut lahir dalam dan akibat dari pernikahan yang sah,
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dengan demikian berdasar Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo.
Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, anak yang bernama Muhammad

Kevin Alkhalifi adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka

untuk melindungi hak nasab anak sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 ayat
(1) dan penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001
tentang Perlindungan Anak, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu

mempertimbangkan status hukum anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan
tersebut Majelis Hakim berpendapat, anak yang bernama Muhammad Kevin
Alkhalifi bin Jefri Adityawan Putra, lahir tanggal 02 Februari 2015, dilahirkan
dalam dan akibat perkawinan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II,
sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Jo. Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, anak

tersebut adalah anak sah Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan
dengan dalil fighiyah yang tercantum dalam kitab Al Figh Al Islami wa Adillatuhu
jilid 7 halaman 690 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis
Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

) sl a1 gl wass Wi Wans gl 0§ L gia 3
U sla, dais 5 U jla 51 sSUe dlaol 1581y Sslale a0 G
Aixdd ol 3 ey Al e 35 S e T e W e d

Aciua < ALILIG 24 \L‘)i’é «(y i}Yd

Artinya: "Pernikahan baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan
sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus, maka apabila
telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid
(rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi
dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam
akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak

Hal. 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2015/PA.Kdg

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk i N Agung untuk pelay. publik, P i dan
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepanit
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

gung.go.id

: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
b‘%} putusan.mahkamahagung.go.id

fungsi peradilan. N



.'-d;_,,l’

Disclaimer

yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri
(yang bersangkutan)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak melawan hukum
dan telah terbukti, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut
dikabulkan dan anak yang bernama Muhammad Kevin Alkhalifi bin Jefri

Adityawan Putra ditetapkan sebagai anak sah Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan asal usul anak adalah
termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89
ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang
telah diubah dengan Undang-Undang
kembali degan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang

timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan

dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menetapkan anak bernama
Adittyawan Putra, lahir tanggal 02 Februari 2015 sebagai anak sah dari
Pemohon I (Jefri Adityawan Putra bin Sarido) dan Pemohon II (Hastika

Usman binti Usman Damma);

3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya

perkara ini sebesar Rp. 211.000,00 ( dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 09 April
2015 Miladiah bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilakhir 1436 Hijriah, oleh

kami Drs. H. Mahyuni sebagai Ketua Majelis serta Eny Rianing Taro, S.Ag.

dan Munawir, S.E.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan
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tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu
oleh Abdul Falah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh
Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Ttd.

Hakim Anggota,
Ttd.
Eny Rianing Taro, S.Ag.
Panitera Pengganti,
Ttd.

Abdul Falah, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp.

2. Biaya Proses
3. Biaya Panggilan
4. Biaya Redaksi

5. Biaya Meterai

Jumlah
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Nama Lengkap
Tempat Tanggal Lahir
Agama

Kebangsaan

Status Perkawinan
Alamat

Pendidikan

a. SDN Gadang 3

b. MTs Al-Falah Putera

c. MA Al-Falah putera
Pengalaman Organisasi

a. FOSMA 2012/2013

b. HMJ Hukum Keluarga 2014/2015
c. DEMA TAIN Antasari 2014/2015
d. DEMA FSEI 2015/2016

e. Himpunan Mahasiswa Islam
Orang Tua

Ayah

Nama

Pekerjaan
Alamat
Ibu
Nama
Pekerjaan
Alamat

Anak

sebagai
sebagai
sebagai
sebagai
sebagai

Ahmad Jumaidi

Tanah Habang Kanan, 30 April 1993
Islam

Indonesia

Belum Kawin

JIn. Veteran. Gang Haji Arsyad. RT 13.
RW 02. No. 62. Sungai Gardu.
Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota
Banjarmasin

Staf Ahli Bidang Hukum dan Aksi
Wakil Ketua Umum

Staf Ahli Bidang Hukum dan Aksi
Ketua Umum

KABID P.A

H. Nandy (Alm)

Saniah

Pedagang

JIn. Veteran. Gang Haji Arsyad. RT 13.
RW 02. No. 62. Sungai Gardu.
Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota
Banjarmasin

Ke-1 dari 2 bersaudara

Banjarmasin, 28 Juni 2016
Penulis,

Ahmad Jumaidi



